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4 01 01 1.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp63.885.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp63.885.700,00

4.01.0.00.0.00.01.0001 - BIRO TATA PEMERINTAHAN Rp4.324.489.250,00 Rp58.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.383.389.250,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Rp1.852.860.000,00 Rp58.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.911.760.000,00

2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Rp214.140.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp214.140.000,00

2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Rp214.140.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp214.140.000,00

2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Rp214.140.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp214.140.000,00

2 10 11 5.01 0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp214.140.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp214.140.000,00

2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rp588.720.000,00 Rp58.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp647.620.000,00

2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Rp136.292.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp136.292.400,00

2 12 02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Rp58.160.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp58.160.200,00

2 12 02 1.01 0002
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi

Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp28.160.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp28.160.200,00

2 12 02 1.01 0005

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,

Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait

Pendaftaran Penduduk

Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp30.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp30.000.000,00

2 12 02 1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Rp78.132.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp78.132.200,00

2 12 02 1.02 0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp21.182.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.182.200,00

2 12 02 1.02 0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp56.950.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp56.950.000,00

2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rp89.890.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp89.890.600,00

2 12 03 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Rp35.218.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp35.218.000,00

2 12 03 1.01 0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp35.218.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp35.218.000,00

2 12 03 1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Rp47.646.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp47.646.600,00

2 12 03 1.02 0001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp39.918.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp39.918.300,00

2 12 03 1.02 0004
Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non

Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp7.728.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.728.300,00

2 12 03 1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Rp7.026.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.026.000,00

2 12 03 1.03 0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp7.026.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.026.000,00

2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Rp292.837.000,00 Rp58.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp351.737.000,00

2 12 04 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Rp292.837.000,00 Rp58.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp351.737.000,00
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2 12 04 1.02 0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp38.482.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp38.482.200,00

2 12 04 1.02 0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp254.354.800,00 Rp58.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp313.254.800,00

2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Rp69.700.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp69.700.000,00

2 12 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan Rp69.700.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp69.700.000,00

2 12 05 1.01 0002
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan

serta Kebutuhan yang lain
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp69.700.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp69.700.000,00

2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Rp50.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp50.000.000,00

2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Rp50.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp50.000.000,00

2 13 04 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp50.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp50.000.000,00

2 13 04 1.01 0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp50.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp50.000.000,00

2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Rp1.000.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.000.000.000,00

2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Rp1.000.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.000.000.000,00

2 22 08 5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Rp1.000.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.000.000.000,00

2 22 08 5.01 0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan , , Rp1.000.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.000.000.000,00

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Rp2.471.629.250,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.471.629.250,00

4 01 SEKRETARIAT DAERAH Rp2.471.629.250,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.471.629.250,00

4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Rp636.757.550,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp636.757.550,00

4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp31.247.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp31.247.200,00

4 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp11.247.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.247.200,00

4 01 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp7.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.000.000,00

4 01 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp13.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp13.000.000,00

4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp45.781.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp45.781.000,00

4 01 01 1.02 0003
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD
Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp32.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp32.400.000,00

4 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp5.108.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.108.800,00

4 01 01 1.02 0007
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/Semesteran SKPD
Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp8.272.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.272.200,00

4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp11.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.400.000,00
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4 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp11.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.400.000,00

4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp363.294.350,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp363.294.350,00

4 01 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp19.282.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.282.000,00

4 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp35.423.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp35.423.400,00

4 01 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp7.683.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.683.000,00

4 01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp26.999.950,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.999.950,00

4 01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp15.532.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.532.000,00

4 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp258.374.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp258.374.000,00

4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp7.058.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.058.000,00

4 01 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp7.058.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.058.000,00

4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp177.977.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp177.977.000,00

4 01 01 1.09 0001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp20.240.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp20.240.000,00

4 01 01 1.09 0002
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp115.737.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp115.737.000,00

4 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Provinsi DI Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp42.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.000.000,00

4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Rp634.871.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp634.871.700,00

4 01 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Rp337.350.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp337.350.000,00

4 01 03 1.01 0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp287.350.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp287.350.000,00

4 01 03 1.01 0003 Fasilitasi Penataan Wilayah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp50.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp50.000.000,00

4 01 03 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp99.999.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp99.999.700,00

4 01 03 1.02 0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp99.999.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp99.999.700,00

4 01 03 1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Rp197.522.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp197.522.000,00

4 01 03 1.03 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp197.522.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp197.522.000,00

4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Rp1.200.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.200.000.000,00

4 01 10 5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan Rp1.200.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.200.000.000,00

4 01 10 5.01 0010
Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan

Kalurahan/Kelurahan
Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp1.200.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.200.000.000,00
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NOMOR : SP DIPA- 010.04.3.049061/2024

TAHUN ANGGARAN 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:0070-2291-9031-3558

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(04): Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

(04): DI YOGYAKARTA

: (049061) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA

01 PELAYANAN UMUM
01.06 PEMBANGUNAN DAERAH

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 1.030.914.000  (  SATU MILIAR TIGA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

010.04.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 1.030.914.000Rp.

010.04.CM. Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah 1.030.914.000Rp.

Jumlah Uang

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

1.030.914.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   YOGYAKARTA 1.030.914.000(030)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

ISA RACHMATARWATA

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196612301991021001

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2024

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (049061):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (010)

(04)

(04)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

DI YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 010.04.3.049061/2024
DS:0070-2291-9031-3558

010.04.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 1.030.914.000Program :

01 Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaaan tugas laporan GWPP yang sesuai di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan dan
pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan

1.

02 Jumlah Tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik2.

03 Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif3.

04 Jumlah daerah yang menginisasi kesepakatan kerja sama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah4.

05 Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah5.

06 Pengintegrasian perjanjian kerja sama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran6.

07 Jumlah Daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik7.

08 Jumlah daerah yang kecamatannya dilakukan penguatan peran dalam peningkatan kualitas tata kelola desa8.

Kegiatan 1237 Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah 1.030.914.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

1237.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 17,00 1.030.914.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 PBL.001 Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat dengan kinerja baik

17.00 Rekomendasi Kebijakan 1.030.914.000(PN)

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
NIP 197004211990091003

Jakarta, 24 November 2023

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
a.n. Menteri Dalam Negeri

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2024

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (049061):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (010)

(04)

(04)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

DI YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 010.04.3.049061/2024
DS:0070-2291-9031-3558

1. Anggaran Tahun 2024

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.030.914.000

1.030.914.000

0

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 010.04.3.049061/2024

TAHUN ANGGARAN 2024

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (049061): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (010)

(04)

(04)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

DI YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA

Kewenangan : (DK) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0070-2291-9031-3558

049061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA - 1.030.914 - - - 1.030.914

010.04.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa - 1.030.914 - - - 1.030.914

1237 Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama - 1.030.914 - - - 1.030.914

1237.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 1.030.914 - - - 1.030.914 04 00.

(04.00  DI YOGYAKARTA / DI YOGYAKARTA)

-- 1.030.914- 0301.030.914 -RM01

JUMLAH - 1.030.914 - - - 1.030.914

a.n. Menteri Dalam Negeri

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

ttd.

NIP 197004211990091003

Jakarta, 24 November 2023



TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA

(04)

Unit Organisasi

(049061)

Kementerian Negara/Lembaga

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan(04)

Kode/Nama Satker

(010)

:

:

DI YOGYAKARTA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0070-2291-9031-3558
NOMOR :  DIPA- 010.04.3.049061/2024

0490611. SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DI YOGYAKARTA

32.438133.71089.075 1.500223.674 1.030.9140 69.992 73.780126.1240 14.320266.302RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA BARANG 0 1.030.9140 89.075 126.124 133.710 266.302 223.674 69.992 32.438 73.780 14.320 1.500

010.04.CM.1237 Pembinaan Penyelenggaraan
Hubungan Pusat dan Daerah serta
Kerja sama Daerah

0 1.50014.32073.78032.43869.992223.674266.302133.710126.12489.0750 1.030.914

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 1.030.9140 89.075 126.124 133.710 266.302 223.674 69.992 32.438 73.780 14.320 1.500

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
NIP 197004211990091003

Jakarta, 24 November 2023

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
a.n. Menteri Dalam Negeri

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[04]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DI YOGYAKARTA

[049061]

[04]

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

: KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA:

[010]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2024
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 010.04.3.049061/2024
DS:0070-2291-9031-3558

Halaman : IV.A. 1

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Dalam Negeri

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
NIP 197004211990091003

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[04]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DI YOGYAKARTA

[049061]

[04]

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

: KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA:

[010]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2024
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 010.04.3.049061/2024
DS:0070-2291-9031-3558

Halaman : IV.B. 1

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Jakarta, 24 November 2023
a.n. Menteri Dalam Negeri

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
NIP 197004211990091003

ttd.


